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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penelitian ini mengacu pada
Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 12 Januari 1988.
Pedoman ini diterapkan untuk penulisan istilah Arab yang belum
menjadi bagian dari kosakata Bahasa Indonesia. Sementara itu,
istilah Arab yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia dan
tercantum dalam Kamus Linguistik maupun Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) mengikuti kaidah penulisan sebagaimana yang
telah ditetapkan.
. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh
huruf-huruf Arab. Dalam sistem transliterasi, sebagian fonem
tersebut ditulis menggunakan huruf, sebagian dengan tanda khusus,

dan ada pula yang menggunakan kombinasi keduanya.

No Huruf | Nama Nama _ N—
' Arab Latin Latin 9
. Tidak , .
\
E Alif dilambagfion Tidakdilambangkan
2. - Ba B Be
3. O Ta T Te
4. & Sa § es (dengan titik di
atas)
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Huruf

Nama

Nama

No. Arab Latin Latin Keterangan
ha (dengan titik di
6. < Ha h bawah)
7. z Kha Kh kadan ha
8. 3 Dal D De
9 4 7al 7 zet (dengan titik di
' atas)
10. D Ra R Er
11. J Zai Z Zet
12. o Sin S Es
13. o Syin Sy esdan ye
es (dengan titik di
14. o Sad v bawah)
: de (dengan titik di
15 bl Dad d bawah)
16 1 Ta ¢ te (dengan titik di
' : : bawah)
1 zet (dengan titik di
17 28 z bawah)
.. . komaterbalik (di
18. ¢ ain atas)
19. ¢ Gain G Ge
20. s Fa F Ef
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No. Huruf Na”?a Na”f‘a Keterangan
Arab Latin Latin
21. 3 Qaf Q Ki
22. 4 Kaf K Ka
23. J Lam L El
24, 2 Mim M Em
25. O Nun N En
26. S Wau w We
217. =) Ha H Ha
28. e Hahmza Apostrof
29. S Ya 4 Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
2~ - ditulis Ahmadiyyah
C. Ta’ Marbutah
1. Transliterasi Ta'Marbutah hidup atau dengan harakat,
fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau
“h”.
Contoh : jass”; Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri
2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: =l - Talhah
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Jika Ta’Marbutah diikuti kata sandang “al ” dan bacaan kedua
kata itu terpisah maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan
dengan “h”

Contoh: z41x5,, - Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

aste 1 ditulis Jama ‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

& 2as: ditulis Ni ‘matullah

Jeah 57 1 ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut
No. Nama Huruf Nama
Latin
1. Fathah a a
2. Kasra i I
3. | - {fmmmmmn dammah u u
Contoh:
< - Kataba <k — Yazhabu
Je —Su’ila 53— Zukira
2. Vokal Rangkap/Diftong



lambangnya berupa

Vokal rangkap bahasa Arab yang
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai
berikut:
No. Tanda Vokal Nama| Huruf Latin N
1. Fathah dan ya’ ai aa
da
2. Fathahdan waw au a
da
Contoh: )
&5 KaifaJ» : Haula
E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya s berupa harakat
dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:
No. Tanda Nama Latin Nama
1. & Fathah a a
dan alif bergaris
atas
2. - Fathah a a
dan alif bergaris
layyinah atas
3. = kasrah 1 i
dan ya’ bergaris
atas




4, » dammah i u
dan waw bergaris

atas

Contoh:

NP

Tuhibbina

OLy) : al-
Insan

3 - Rama

U : Qila
. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof

e - ditulis a’antum
e . ditulis muannas

. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( J') ditulis dengan huruf kecil,
kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh
jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan
(idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla
5

. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Xi



oA ditulis al-Qur ‘an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya:

4l ditulis as-
Sayyi ‘ah
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf
yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

Lz Muhammad

I. Kata Sandang “J!
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:
o 2 . al-Qur’an
F - al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital,
namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan
bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada
awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.
Contoh:

Ly : al-lmam al-Gazali
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Sl g : al-Sab ‘u al-Masanl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf
kapital tidak digunakan.

Contoh:

X e i : Nasrun minal/ahi
e Al . Lillahi al-Amrujamia

. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau
apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah
terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan
harakatnya saja.

Contoh:

ol e ol : thya’ uliim al-Din

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,
karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

S5 s k&0 o wa innallaha lahuwa khair al-Razigin
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M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per
kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut ditulis

POy : syaikh al-Islam atau syaikhul Isla
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MOTTO

“ Aku membahayakan nyawa Ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak
mungkin aku tidak ada artinya ”
(Penulis)

40 408 i Gy )30 3.3 ol 615481 ) o 5,4 8
“Ketahuilah, ilmu itu bukanlah banyaknya riwayat, tetapi ilmu
adalah rasa takut kepada Allah.”
(Abdullah bin Mas‘ud r.a.)
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ABSTRAK

Muhamad Ismayudi Pratama, NIM. 1121127, 2025,“Penafsiran
Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Putusan No.
218/Pdt.G/2018/Pa Pkl Dalam Perkara Izin Poligami”, SKripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Perkara izin poligami merupakan salah satu bentuk perkara
keperdataan di Pengadilan Agama yang sering menimbulkan persoalan
penafsiran hukum, terutama ketika Hakim memperluas ruang lingkup
pemeriksaan  setempat (descente). Dalam  Putusan  Nomor
218/Pdt.G/2018/PA Pkl, majelis Hakim melakukan pemeriksaan
langsung terhadap kondisi istri pertama untuk menilai kemampuan
suami berlaku adil. Langkah tersebut menunjukkan adanya penerapan
penafsiran teologis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan tujuan moral
dan nilai keadilan substantif. Namun, tindakan ini menimbulkan
persoalan yuridis karena pemeriksaan setempat dalam hukum acara
perdata hanya diperuntukkan bagi objek sengketa, bukan subjek
hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas
kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor
218/Pdt.G/2018/PA Pkl. Data diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan
pengadilan, serta wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama
Pekalongan, Bapak Eko Kusdiyanto, S.H., untuk memperkuat data
empiris. Analisis dilakukan menggunakan teori penafsiran hukum
(teologis dan sistematis) dan teori pembuktian guna menilai kesesuaian
penerapan pemeriksaan setempat dengan sistem hukum acara perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam perkara ini
menggunakan penafsiran teologis dengan tujuan mewujudkan keadilan
substantif, namun pendekatan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan
sistem hukum acara yang berlaku. Tindakan Hakim memperluas objek
pemeriksaan setempat terhadap subjek hukum menimbulkan akibat
hukum terhadap sistem pembuktian, yaitu munculnya ketidakpastian
dan potensi disparitas penerapan hukum. Seharusnya, Hakim
menggunakan penafsiran sistematis dengan tetap menjaga harmonisasi
antara Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 164 HIR agar
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kebenaran materiil dapat tercapai tanpa mengabaikan asas kepastian
hukum dalam proses peradilan.

Kata kunci: Penafsiran Hakim, Pemeriksaan Setempat, 1zin Poligami,
Hukum Acara Perdata.
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ABSTRACT

Muhamad Ismayudi Pratama, NIM. 1121127, 2025, “Judicial
Interpretation of Conducting Local Examination in Decision No.
218/Pdt.G/2018/PA Pkl in the Case of Polygamy Permission”,
Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of
Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The case of polygamy permission is one of the civil cases in the
Religious Court that often raises issues of legal interpretation,
particularly when judges expand the scope of local examination
(descente). In Decision Number 218/Pdt.G/2018/PA PkI, the panel of
judges conducted a direct inspection of the first wife's condition to assess
the husband’s ability to act fairly. This action reflects the application of
theological interpretation, which interprets the law based on moral
purposes and substantive justice values. However, this practice raises
legal issues because local examination in civil procedural law is
intended only for the object of dispute, not for the subject of law,
potentially leading to inconsistencies with the principle of legal
certainty.

This study uses a normative legal research method with a case
study approach to Decision Number 218/Pdt.G/2018/PA Pkl. The data
were obtained through a literature review of statutory regulations, legal
literature, and court decisions, as well as an interview with the Registrar
of the Pekalongan Religious Court, Mr. Eko Kusdiyanto, S.H., to
strengthen empirical findings. The analysis applies theories of legal
interpretation (theological and systematic) and the theory of evidence to
evaluate the conformity of local examination practices with the civil
procedural law system.

The research findings show that the judge in this case applied
theological interpretation to achieve substantive justice, yet this
approach is not fully consistent with the applicable procedural law. The
judge’s decision to expand the object of local examination to include the
subject of law creates legal consequences for the evidentiary system,
leading to uncertainty and potential disparity in legal application.
Ideally, the judge should apply systematic interpretation by harmonizing
Articles 153 HIR, 180 RBg, and 164 HIR, ensuring that material truth is
achieved without disregarding the principle of legal certainty within the
judicial process.
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Keywords: Judge's Interpretation, On-site Examination, Polygamy
Permit, Civil Procedural Law
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, muncul kasus
menarik pada Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl mengenai
permohonan izin poligami. Dalam perkara tersebut, pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat yang kongkrit, dicocokkan dengan
aslinya, dan bermeterai cukup sehingga secara hukum sudah dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Majelis Hakim pun
telah menimbang keberadaan bukti tersebut dalam persidangan.
Namun demikian, Hakim tetap memutuskan untuk melakukan
pemeriksaan setempat (descente) terhadap pemohon selaku subjek
hukum.!

Pemeriksaan setempat (descente) atau dalam bahasa Belanda
disebut gerechtelijke plaatsopneming adalah pemeriksaan yang
dilakukan Hakim di luar gedung pengadilan untuk melihat langsung
objek sengketa yang menjadi pokok perkara. Tujuannya adalah agar
Hakim memperoleh gambaran nyata mengenai keadaan objek
sengketa sehingga dapat menilai bukti secara lebih jelas. Dengan
kata lain, descente merupakan alat bantu pembuktian yang hanya
ditujukan pada objek hukum, misalnya tanah, bangunan, atau barang
tidak bergerak lainnya. Tindakan Hakim melakukan descente
terhadap manusia sebagai subjek hukum menimbulkan persoalan
yuridis, karena menurut ketentuan hukum acara perdata, descente

hanya diperuntukkan bagi objek sengketa berupa barang tetap,

! Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA PKI,
tentang izin poligami.



bukan kondisi pribadi pihak yang berperkara. Padahal, pemeriksaan
terhadap keadaan subjek hukum seharusnya ditempuh melalui alat
bukti lain, seperti keterangan saksi, surat, atau keterangan ahli. Oleh
sebab itu, langkah Hakim dalam perkara ini menimbulkan
perdebatan mengenai keabsahan pembuktian maupun validitas
putusan yang dijatuhkan.2

Keberadaan descente dalam hukum acara perdata memiliki
landasan pada Pasal 153 HIR/180 R.Bg serta Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Oleh karena itu,
penerapan descente terhadap subjek hukum dianggap melampaui
batasan normatif. Selain berpotensi mencemari proses pembuktian,
tindakan ini juga dapat dikritisi sebagai pelanggaran hak asasi
manusia, khususnya hak atas privasi dan martabat sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.3

Poligami dalam sistem hukum Indonesia bukanlah sesuatu
yang dilarang, melainkan diperbolehkan dengan syarat tertentu.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang
suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mengajukan izin ke
pengadilan agama di tempat tinggalnya. Pengadilan hanya dapat
mengabulkan permohonan tersebut apabila memenuhi salah satu
syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2),

yakni: istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri

2 7 S Zamzami, “Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Izin
Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” Sakina J. Fam. Stud 2, no. 2
(2018). 102

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).



mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatur syarat kumulatif
berupa adanya persetujuan istri, jaminan nafkah, serta perlakuan adil
terhadap  seluruh  anggota  keluarga.4Dengan  demikian,
permasalahan dalam Putusan 218/Pdt.G/2018/PA Pkl bukan hanya
terletak pada aspek materiil poligami itu sendiri, melainkan juga
pada aspek prosedural hukum acara yang ditempuh Hakim melalui
pemeriksaan setempat terhadap subjek hukum, meskipun bukti surat
yang kongkrit sudah diajukan pemohon. Hal ini menuntut kajian
mendalam mengenai kesesuaian tindakan Hakim dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap
validitas putusan dalam perkara izin poligami.5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan,
maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan
sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran pemeriksaan setempat pada Putusan No.
218/Pdt. G/2018/PA. PKI terkait ijin poligami?

2. Apa akibat hukum dari penafsiran setempat pada Putusan No.
218/Pdt. G/2018/PA.Pkl terkait ijin poligami?

4 Andi Cahyani Intan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (The Polygamy
in the Perspective of Islamic Law),” Al-Qadau 5, no. 2 (2018): 271-280.
5> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh hasil yang

diinginkan dan memiliki tujuan sebagai berikut:

1.

Mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penafsiran
pemeriksaan setempat pada Putusan
No0.218/Pdt.G/2018/PA,PKI terkait ijin poligami

Menganalisis akibat hukum dari penafsiran pemeriksaan
setempat dalam Putusan No. 218/Pdt.G/2018/PA Pkl terhadap

izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis memiliki tujuan untuk meningkatkan
pemahaman mengenai hukum pernikahan dan konsep
pernikahan itu sendiri. Ini juga berguna untuk kemajuan
pengetahuan, terutama dalam hal kebolehan untuk berpoligami
dengan pemeriksaan setempat (descente).
Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan
dasar bagi pembentukan hukum yang mengatur secara jelas
penggunaan descente (pemeriksaan setempat) dalam perkara
izin poligami, sehingga Hakim memiliki pedoman objektif
dalam menilai fakta di lapangan dan dapat mewujudkan putusan
yang lebih adil dan transparan.



E. Kerangka Teoritik
1. Teori Pembuktian

Hukum yang diterapkan di Indonesia, khususnya dalam
konteks peradilan agama, menetapkan bahwa proses pembuktian
adalah aspek yang sangat krusial dalam sengketa perdata. Hal ini
sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 162 hingga 177
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta
Pasal 282 hingga 314 dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Aturan mengenai pembuktian diatur
dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 KUHAP, yang menyatakan:
"Siapa pun yang mengklaim memiliki suatu hak atau mengajukan
tuntutan untuk memperkuat haknya atau untuk menggugat hak
pihak lain bertanggung jawab untuk menunjukkan adanya hak
tersebut".

Tidak setiap argumen yang mendasari tuntutan perlu
diberikan bukti, sebab argumen yang tidak dibantah atau diakui
sepenuhnya oleh pihak yang berlawanan tidak memerlukan
pembuktian tambahan. Tanggung jawab untuk membuktikan
tidak selalu sepenuhnya berada pada penggugat, karena Hakim
yang memutuskan perkara akan menentukan pihak mana yang
harus membuktikan, baik penggugat maupun tergugat. Tanggung
jawab pembuktian yang dikenakan kepada masing-masing pihak
berada dalam kewenangan Hakim, yang harus dijalankan dengan
adil. ©

6 Ni Putu Riyani Kartika Sari dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi,
“Keberadaan Teori Pembuktian Positif dalam Hukum Pembuktian pada Kasus
Perdata,” Jurnal Akses 12, no. 2 (2020): 135-136.



Hukum pembuktian memiliki peran yang sangat krusial
dalam proses hukum perdata. Hukum acara, yang juga dikenal
sebagai hukum formal, bertujuan untuk melindungi dan menjaga
hukum substantif. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh
masyarakat.” Dari segi formal, hukum pembuktian mengatur
bagaimana bukti disajikan, berdasarkan aturan yang terdapat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).
Sementara itu, dari perspektif substantif, hukum pembuktian
menentukan apakah permohonan untuk membuktikan suatu fakta
dapat diterima dalam persidangan, berdasarkan bukti tertentu,
serta menilai kekuatan bukti tersebut, yang merupakan otoritas
Hakim untuk menangani perkara yang ada.®

Mengajukan permohonan untuk memperoleh izin
poligami dari pengadilan agama, orang yang mengajukan harus
menyertakan surat pernyataan mengenai harta bersama; jika
tidak, permohonan tersebut mungkin ditolak. Apabila subjek dari
surat pernyataan harta bersama berupa properti atau benda lain
yang tidak bisa diajukan ke pengadilan, pemeriksaan di lokasi
dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak yang terlibat atau
jika Hakim merasa perlu untuk memastikan kondisi, kualitas, dan
jumlah objek tersebut. Pemeriksaan di lokasi dilakukan untuk
memastikan keberadaan, kondisi, atau kualitas dari objek
tersebut. Dalam konteks izin poligami, pemeriksaan setempat ini
dilakukan untuk memastikan adanya kejelasan mengenai status

7 Sunarto, Keterlibatan Hakim dalam Kasus Perdata (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), 157-158.

8 Ali Budiarto, Pengumpulan Aturan Hukum Keputusan Mahkamah Agung
Proses Perdata Selama Lima Puluh Tahun (Jakarta: Swara Justitia, 2005), 139.



harta bersama atau aspek lain yang terkait dengan hak-hak yang
harus dibagi atau dipertimbangkan oleh Hakim.®
Pemeriksaan langsung di lokasi sengketa dilakukan untuk
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan fisik objek
hukum yang dipermasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa
descente adalah metode yang sah dan diterima dalam hukum
Islam untuk memverifikasi objek hukum yang tidak bisa
dihadirkan dalam persidangan. Dalam konteks perkara izin
poligami, descente seharusnya dilakukan untuk memeriksa objek
hukum yang relevan, seperti harta bersama atau tempat tinggal
yang mungkin tidak bisa dihadirkan langsung dalam persidangan.
Hal ini bukan untuk memeriksa subjek hukum (seperti pihak
pemohon atau istri yang mengajukan gugatan), tetapi untuk
memastikan bahwa objek yang berkaitan dengan sengketa
dipahami dengan jelas oleh Hakim. Descente menjadi penting
agar Hakim dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan
kondisi riil yang ada di lapangan.
E. Penelitian Yang Relevan
Penelitian oleh Zakki Safrizal Zamzami dengan judul
“Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Izin Poligami di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri  (Studi  Putusan
3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr)” menggunakan metode normatif-
empiris melalui studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk
memahami alasan Hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam

perkara izin poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

® Pasal 284 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg) mengatur
tentang penelitian lapangan sebagai salah satu bentuk bukti dalam perkara perdata.



Hakim  menolak  permohonan izin  poligami  dengan
mempertimbangkan hasil descente yang tidak sesuai dengan dalil
pemohon.'® Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada
pembahasan mengenai alasan Hakim melakukan pemeriksaan
setempat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada
penolakan izin poligami, sementara penelitian penulis membahas
pengesahan izin poligami. Kesimpulannya, descente dapat menjadi
dasar kuat bagi Hakim dalam menolak permohonan izin poligami
ketika fakta di lapangan tidak mendukung dalil pemohon.
Penelitian oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana
Yuni Lestari berjudul “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan
Permohonan Poligami (Studi Putusan 535/Pdt.G/2021/PA.BTI)”
dengan metode normatif melalui studi kasus. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam
menolak izin poligami akibat perkawinan sirri. Hasil penelitian
menjelaskan bahwa Hakim menolak izin poligami karena
perkawinan sirri tidak sah, sehingga berdampak pada istri kedua,
harta bersama, dan status anak.!! Persamaannya dengan penelitian
penulis adalah sama-sama menganalisis pertimbangan Hakim dalam
perkara izin poligami, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus

pada penolakan izin akibat perkawinan sirri, sementara penelitian

10 Zakki Safrizal Zamzami, “Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara
Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan
3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr),” Skripsi (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah,
2018).
11 Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan
Hakim  Terkait  Penolakan = Permohonan  Poligami (Studi Putusan
535/Pdt.G/2021/PA.Btl),”  Skripsi  (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 2022)



penulis fokus pada pertimbangan Hakim dalam mengesahkan izin
poligami

Penelitian oleh Dina Fitria dengan judul “Descente Dalam
Perkara Harta Bersama (Studi Putusan 3371/Pdt.G/2018/PA/Tgrs
dan Putusan 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn)” menggunakan metode
normatif melalui analisis putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis peran descente dalam menentukan posisi orang tua
pada perkara harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Hakim memperhitungkan posisi orang tua dalam pembagian harta
bersama melalui pemeriksaan setempat.'? Persamaannya dengan
penelitian penulis adalah sama-sama membahas fungsi descente
sebagai alat bukti tambahan, sedangkan perbedaannya penelitian ini
fokus pada harta bersama, sementara penelitian penulis fokus pada
izin poligami. Kesimpulannya, descente tidak hanya relevan dalam
izin poligami, tetapi juga penting dalam sengketa harta bersama
untuk memperkuat keadilan.

Penelitian oleh Imam Faizal Baihaqgi, S.H. berjudul “Urgensi
Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Sistem Pembuktian
Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Izin Poligami
Pengadilan ~ Agama  Tulungagung  Tahun  2016-2019)”
menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan dan
analisis putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
urgensi pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian izin

poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa descente penting

12 Dina Fitria, “Descente dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan Nomor
3371/Pdt.G/2018/PA Tgrs dan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn),” Skripsi
(Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
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untuk memverifikasi dalil pemohon dalam perkara izin poligami.*?
Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama
menekankan pentingnya descente dalam izin poligami, sedangkan
perbedaannya penelitian ini menekankan pada urgensi descente
terhadap objek sengketa, sementara penelitian penulis menyoroti
descente yang ditujukan pada subjek hukum. Kesimpulannya, tanpa
descente Hakim akan kesulitan memperoleh keyakinan penuh atas
dalil pemohon dalam perkara izin poligami.

Penelitian oleh Himayaturrohnmaniyah yang berjudul
“Pemeriksaan Setempat (Descente) Terhadap Harta Bersama dalam
Permohonan lIzin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama
Purworejo Tahun 2017)” menggunakan metode normatif dengan
studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran
pemeriksaan setempat terhadap harta bersama dalam perkara izin
poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim
menggunakan descente untuk menilai kondisi nyata harta bersama
sebagai dasar pertimbangan izin poligami.** Persamaannya dengan
penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti peran descente
dalam perkara izin poligami, sedangkan perbedaannya penelitian ini
berfokus pada harta bersama, sementara penelitian penulis lebih
menekankan pertimbangan Hakim dalam melakukan descente

terhadap subjek hukum. Kesimpulannya, descente terhadap harta

13 Imam Faizal Baihaqi, “Urgensi Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam
Sistem Pembuktian Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan lIzin Poligami
Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016-2019),” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2020).
14 Himayaturrohmaniyah, “Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap Harta
Bersama dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama
Purworejo Tahun 2017),” Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)
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bersama berfungsi memperjelas kondisi ekonomi rumah tangga
sebelum Hakim memutus izin poligami.
F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif. Penelitian
yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus
pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas
hukum, dan doktrin hukum yang berlaku, serta penerapannya
terhadap kasus konkret. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis dan mengeksplorasi ketentuan hukum yang
mengatur tentang pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana
diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, serta Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, dan penerapannya
dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl.t°
Pemilihan metode ini didasarkan pada fakta bahwa data
utama dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum
berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta
literatur hukum yang relevan, yang dianalisis untuk menemukan
kesesuaian antara teori hukum dengan praktik di lapangan.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan utama,
yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
kasus (case approach). Ketiga pendekatan tersebut dipilih agar

penelitian ini memiliki landasan yuridis yang kuat serta analisis

15 Bambang Sunggono, Teknik Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), 27.



12

yang komprehensif terhadap praktik pemeriksaan setempat
dalam perkara izin poligami.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif
yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan setempat
(descente). Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap Pasal
153 HIR, Pasal 180 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2001, yang secara normatif mengatur tentang
tata cara dan tujuan pemeriksaan setempat oleh hakim.'® Melalui
pendekatan ini, penulis menelusuri sejauh mana norma hukum
yang berlaku memberikan landasan dan batasan bagi hakim
dalam menerapkan descente pada perkara izin poligami.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan
untuk menelaah konsep-konsep dan doktrin hukum yang
berkaitan dengan penafsiran hukum serta pemeriksaan setempat.
Pendekatan ini diambil dari pandangan para ahli hukum dan
teori-teori yang relevan, seperti teori penafsiran teologis dan
sistematis, yang digunakan untuk memahami dasar filosofis dan
tujuan penerapan pemeriksaan setempat.’’” Dengan pendekatan
ini, penulis mengaitkan antara teori hukum dan praktik peradilan
agar diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tindakan
hakim dalam memutus perkara izin poligami.

Pendekatan kasus (case approach) diterapkan untuk
mengkaji Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl sebagai objek

16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), 133

17 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:
Bayumedia, 2007), 300.
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penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti

pertimbangan hukum dan penerapan pemeriksaan setempat oleh

majelis hakim dalam perkara izin poligami tersebut.*® Melalui
pendekatan ini, penulis dapat menilai konsistensi penerapan
hukum acara perdata dalam praktik peradilan agama serta menilai
akibat mukum yang timbul dari penafsiran hakim terhadap
ketentuan pemeriksaan setempat. Dengan demikian, penerapan
ketiga pendekatan ini secara terpadu memungkinkan penelitian
ini untuk menjelaskan hubungan antara norma, teori, dan praktik
dalam konteks pemeriksaan setempat sebagai bagian dari sistem
pembuktian dalam perkara izin poligami.*®
3. Sumber Bahan Hukum

Sumber informasi dalam studi ini adalah pendekatan
literatur dan normatif, yang melibatkan beberapa referensi
hukum, di antaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah sumber
hukum yang Dbersifat mengikat dan utama. Contohnya
mencakup undang-undang, putusan pengadilan, risalah
resmi, dan berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
negara.’® Bahan hukum primer yang relevan dengan
penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 187.

19 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 187.

20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University Press,
2020), 59.
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2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang poligami.
4) Pasal 180 R. Bg/153 HIR.
5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.
6) Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 218/Pdt.
G/2018/PA,PKI.
b. Sumber Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang
berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman
lebih dalam tentang bahan hukum primer. Contohnya
termasuk rancangan undang-undang, buku-buku hukum,
hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal, dan opini dari
para ahli hukum.?!
4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini
dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi
merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan
menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang
berkaitan dengan pokok permasalahan. Melalui teknik ini,
penulis memperoleh data dari bahan-bahan hukum yang telah
tersedia secara tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum
lainnya.?> Studi dokumentasi dilakukan dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

21 Johnny Ibrahim, Metode dan Konsep Penelitian Hukum Normatif (Surabaya:
Bayumedia, 2008), 295.

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13
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a) Inventarisasi Bahan Hukum
Dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer,
sekunder yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat
(descente), seperti Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.

b) Sistematisasi Bahan Hukum
Dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan bahan
hukum berdasarkan hierarki, bidang hukum, serta keterkaitan
antara satu norma dengan norma lainnya.

c) Klasifikasi bahan hukum
Dilakukan dengan memilah bahan hukum yang telah disusun
secara sistematis untuk menentukan tingkat relevansi, keabsahan,
serta kekuatan argumentatifnya dalam mendukung analisis
penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka dalam
menganalisis bahan hukum penelitian ini digunakan pendekatan
preskriptif dengan logika penalaran deduktif. Pendekatan ini
digunakan untuk menilai dan memberikan argumentasi mengenai
bagaimana seharusnya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam
praktik, khususnya terkait pelaksanaan pemeriksaan setempat
(descente) dalam perkara izin poligami.?
Pendekatan deduktif dilakukan dengan menalar dari kaidah

hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), 133.
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yang bersifat khusus.?* Artinya, penulis memulai analisis dari
norma-norma hukum yang berlaku, seperti Pasal 153 HIR, Pasal
180 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2001, kemudian menarik kesimpulan terhadap penerapannya
dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl. Melalui pola
pikir deduktif, penulis dapat menguji konsistensi antara aturan
hukum dan praktik yang dilakukan hakim, serta menilai apakah
penerapan pemeriksaan setempat telah sesuai dengan prinsip

keadilan dan kepastian hukum.?®

G. Sistematika penulisan

Penyusunan sistematika skripsi ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran menyeluruh serta menjelaskan hubungan
antar bagian, sehingga seluruh isi proposal tersusun sebagai suatu
kesatuan yang terpadu dan bermakna. Agar pembahasan lebih
terstruktur, proposal ini dibagi menjadi beberapa bab.

BAB | merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar
belakang masalah mengenai perbedaan antara norma dengan praktik
pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara izin poligami di
lingkungan peradilan agama. Pada bab ini dijabarkan rumusan
masalah yang hendak dijawab melalui penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu
yang relevan, serta kerangka teori yang digunakan. Selain itu,
dijelaskan pula metode penelitian yang meliputi jenis penelitian,

24 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:
Bayumedia, 2007), 302.

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 183.
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pendekatan, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, serta
teknik analisis bahan hukum. Bagian akhir bab ini memuat
sistematika penulisan skripsi sebagai panduan keseluruhan
pembahasan.

BAB Il membahas landasan teoritis dan kerangka konseptual
penelitian. Bab ini menguraikan teori-teori penafsiran hukum yang
digunakan, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran teologis, serta
teori pembuktian yang menjadi dasar analisis terhadap penerapan
pemeriksaan setempat oleh hakim. Selain itu, diuraikan juga
pengertian, dasar hukum, tujuan, dan tata cara pemeriksaan setempat
sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, serta
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Bab ini
memberikan pijakan konseptual bagi analisis pada bab-bab
berikutnya.

BAB IlIl menjelaskan gambaran umum mengenai Putusan
Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl sebagai objek penelitian. Bab ini
menguraikan latar belakang perkara, identitas para pihak, proses
persidangan, pelaksanaan pemeriksaan setempat, dan pertimbangan
hukum hakim dalam memberikan izin poligami. Selain itu, dalam
bab ini juga disajikan analisis terhadap rumusan masalah pertama,
yaitu bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan oleh
hakim dalam perkara izin poligami. Pembahasan pada bab ini
memberikan gambaran konkret mengenai praktik descente di
Pengadilan Agama Pekalongan serta menjadi dasar bagi analisis
yang lebih mendalam pada bab berikutnya.

BAB IV merupakan inti dari penelitian ini yang berisi analisis

terhadap  penafsiran  hakim  dalam  Putusan ~ Nomor
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218/Pdt.G/2018/PA Pkl. Bab ini terbagi menjadi dua subbab utama.
Subbab pertama membahas bentuk dan penerapan penafsiran hukum
sistematis dan teologis oleh hakim dalam mempertimbangkan
pemeriksaan setempat pada perkara izin poligami. Subbab kedua
membahas kesesuaian penerapan penafsiran tersebut dengan
ketentuan hukum acara yang berlaku, serta akibat hukum yang
ditimbulkan dari penerapan pemeriksaan setempat dalam perkara
izin poligami. Bab ini menjadi bagian yang menghubungkan antara
teori, norma hukum, dan praktik peradilan.

BAB V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan
dan saran. Kesimpulan berisi hasil penelitian yang menjawab
rumusan masalah secara ringkas dan sistematis, sedangkan saran
disusun berdasarkan hasil temuan penelitian. Saran ini diharapkan
dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan agama agar
pelaksanaan pemeriksaan setempat tetap berpedoman pada hukum
acara yang berlaku, serta bagi akademisi dalam pengembangan

kajian hukum Islam dan praktik peradilan.



BAB V
PENUTUP
A. SIMPULAN

1. Penafsiran Hakim dalam pemeriksaan setempat (descente),
Hakim memperluas makna pemeriksaan setempat tidak hanya
terhadap objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 153
HIR dan Pasal 180 R.Bg, tetapi juga terhadap subjek hukum, yaitu
istri pemohon, dengan alasan untuk memperoleh keyakinan
pribadi dan memastikan kebenaran materiil sebelum
menjatuhkan putusan. Langkah ini menunjukkan bahwa Hakim
lebih mengutamakan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial
bagi para pihak, terutama dalam perkara keluarga yang bersifat
personal dan emosional yang termasuk dalam penafsiran
teologis. Namun, dari sisi normatif, penafsiran tersebut tidak
sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata
karena melampaui batas objek pemeriksaan yang diatur secara
limitatif. Berdasarkan teori pembuktian, tindakan Hakim ini
merupakan bentuk perluasan alat bukti yang belum memiliki
dasar hukum positif yang jelas. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa Hakim dalam putusan ini berupaya
menegakkan nilai keadilan substantif melalui pendekatan
teologis, tetapi kurang memperhatikan asas kepastian hukum
(rechtssicherheit) dan asas legalitas prosedural yang menjadi
landasan utama dalam pelaksanaan pemeriksaan di pengadilan.

2. Akibat hukum dari penerapan penafsiran teologis tersebut
berdampak terhadap sistem hukum acara perdata, baik dari aspek

formil maupun substansial. Dari sisi formil, tindakan Hakim yang

114
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memperluas makna pemeriksaan setempat dapat menciptakan
ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi penyimpangan
prosedur pembuktian dalam perkara perdata. Sedangkan dari sisi
substansial, langkah tersebut dapat menimbulkan disparitas
penerapan hukum karena memberikan ruang interpretasi yang
berbeda antar Hakim dalam kasus serupa. Berdasarkan teori
penafsiran sistematis, Hakim menafsirkan ketentuan hukum
secara harmonis dengan seluruh norma dalam sistem hukum
acara, sehingga pemeriksaan setempat tetap berada pada ranah
objek sengketa tanpa memperluasnya kepada subjek hukum.
Pendekatan sistematis memungkinkan Hakim untuk tetap
mencapai kebenaran materiil dan keadilan substantif tanpa
mengabaikan kepastian hukum dan asas pembuktian formil. Oleh
karena itu, keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan harus menjadi pedoman utama dalam
penerapan hukum acara di lingkungan peradilan agama agar
putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan
tetapi juga memiliki kekuatan legitimasi yuridis yang kuat dan

seragam dalam praktik peradilan.

B. SARAN
1. Seharusnya Hakim tetap berpedoman pada ketentuan hukum
acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR dan
Pasal 180 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2001. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan
menghindari perluasan makna pemeriksaan setempat yang

melampaui objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam hukum
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acara perdata. Meskipun tujuan Hakim untuk mewujudkan
keadilan substantif patut diapresiasi, namun pelaksanaannya
perlu tetap berada dalam koridor asas legalitas dan prosedur
pembuktian yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum.

Seharusnya Hakim menafsirkan akibat hukum melalui penafsiran
sistematis yang memadukan nilai keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan secara seimbang. Penafsiran hukum tidak boleh
dilakukan secara parsial atau hanya berorientasi pada nilai
kemanfaatan, tetapi harus memperhatikan keselarasan dengan
norma-norma lain dalam sistem hukum acara perdata. Dengan
demikian, pelaksanaan pemeriksaan setempat di lingkungan
peradilan agama dapat berjalan secara seragam, objektif, dan
memiliki legitimasi yuridis yang kuat, sehingga setiap putusan
tidak hanya mencerminkan rasa keadilan substantif, tetapi juga

menjamin kepastian dan tertib hukum bagi para pihak.
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Lampiran 3 Surat Panggilan Observasi

SURAT PANGGILAN OBSERVASI PENELITIAN
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Lampiran 4 Salinan Putusan

SALINAN PUTUSAN
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Lampiran 5 Transkip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PANITERA PA
PEKALONGAN

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Tempat : Pengadilan Agama Pekalongan
Narasumber : Bapak Eko Kusdiyanto, S.H. (Panitera PA Pekalongan,
mewakili
Majelis Hakim)
Peneliti : Muhammad Ismayudi Pratama

1. Terima kasih Bapak Eko atas kesediaannya meluangkan waktu untuk
wawancara ini, saya ingin menggali informasi terkait dasar
pertimbangan majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan
setempat pada perkara izin poligami, apakah Bapak bisa menjelaskan
dasar tersebut?

Jawab:

lya, tentu majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam
perkara poligami bukan tanpa alas an dasarnya adalah kebutuhan
untuk memastikan kebenaran materiil secara objektif dalam beberapa
perkara, Hakim perlu melihat langsung keadaan di lapangan agar
dapat menilai kemampuan dan kesiapan pemohon secara nyata ada
beberapa dasar utama, untuk menilai kemampuan suami
menyediakan tempat tinggal layak bagi istri-istri yang akan dimadu,
agar Hakim memperoleh keyakinan secara langsung, bukan sekadar
dari keterangan di persidangan dan untuk mencegah manipulasi fakta
dan memperkuat alat bukti yang diajukan berdasarkan ketentuan
Pasal 180 HIR/171 RBg yang memberikan kewenangan kepada
Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat apabila dianggap
perlu.

2. Terima kasih, Bapak, lalu mengapa pemeriksaan setempat dianggap
penting dalam perkara poligami?

Jawab:

Karena dalam perkara poligami, keadilan tidak bisa hanya diukur
dari pernyataan atau dokumen sering kali apa yang disampaikan di
persidangan tidak sesuai dengan kenyataan misalnya, pemohon
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mengatakan sudah memiliki rumah untuk istri kedua, tetapi setelah
dicek ternyata rumah tersebut belum ada atau belum layak huni
dngan pemeriksaan setempat, majelis Hakim bisa memastikan fakta-
fakta secara langsung.

Bagaimana Bapak menilai pengaruh hasil pemeriksaan setempat
terhadap putusan perkara poligami?

Jawab:

Sangat berpengaruh hasil pemeriksaan setempat sering kali menjadi
titik balik dalam proses pembuktian, dari situ, majelis Hakim bisa
menilai apakah dalil yang disampaikan pemohon benar atau tidak.
Misalnya, kalau ternyata kondisi rumah tidak sesuai dengan
pengakuan, maka itu bisa melemahkan alasan permohonan poligami,
poligami bukan hanya perkara administratif, tapi juga perkara moral
dan tanggung jawab pemeriksaan setempat membantu Hakim
memastikan bahwa suami benar-benar mampu bersikap adil, baik
secara ekonomi maupun social

. Ada pihak yang berpendapat bahwa pemeriksaan setempat tidak
relevan dalam perkara perkawinan, termasuk izin poligami
bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut?

Jawab:

Pendapat seperti itu ada, dan memang bisa dipahami nhamun dalam
praktik di lapangan, kami menemukan bahwa pemeriksaan setempat
justru sangat membantu contohnya, ketika Hakim ingin memastikan
kemampuan suami untuk berlaku adil dan menyediakan tempat
tinggal, maka pemeriksaan langsung ke lapangan menjadi cara yang
paling objektif ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap
istri pertama agar tidak dirugikan.

. Apakah pemeriksaan setempat ini efektif dalam membantu majelis
Hakim menemukan keadilan dalam perkara poligami?

Jawab:

lya, pemeriksaan setempat cukup efektif, banyak perkara poligami
yang terbukti tidak sesuai dengan pengakuan para pihak di
persidangan misalnya, pemohon mengatakan sudah menyiapkan
rumah, namun kenyataannya rumah belum siap, belum layak, atau
masih kontrak melalui pemeriksaan setempat, Hakim bisa
memastikan secara faktual. Ini juga membantu Hakim menilai itikad
baik pemohon.
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6.

Dalam pelaksanaannya, apakah ada kendala yang sering dihadapi
majelis Hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat dalam
perkara poligami?

Jawab:

Kendala pasti ada salah satunya adalah keterbatasan waktu dan
sumber daya, karena tidak semua perkara memungkinkan untuk
dilakukan descente, selain itu, terkadang para pihak tidak kooperatif
ada yang menolak menunjukkan lokasi rumah, atau mengubah
informasi yang sebelumnya diberikan di persidangan namun kendala
tersebut tidak mengurangi pentingnya pemeriksaan setempat justru
karena kendala itu, kami jadi tahu pentingnya pemeriksaan setempat
itu.

Bagaimana tanggapan bapak terkait penelitian mengenai praktik
pemeriksaan setempat ini?

Jawab:

Bagus karena sejauh ini belum banyak penelitian yang membahas
pemeriksaan setempat dalam konteks perkara poligami, biasanya
hanya dibahas dalam perkara tanah atau waris. Padahal dalam
perkara keluarga seperti ini, pemeriksaan setempat punya fungsi
penting untuk memastikan keadilan.
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PUTUSAN NO. 218/Pdt.G/2018/PA PKI

PUTUSAN
Nomor: 0218/Pdt.G/2018/PA PKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai

antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian,
tempat tinggal di Kelurahan Krapyak Kecamatan

Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagai
Pemohon";

Lawan

TERMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat
tinggal di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara

Kota Pekalongan, sebagai " Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

15 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pekalongan Nomor: 0218/Pdt.G/2018/PA Pkl. mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1995 telah dilangsungkan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara
Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor

Hal. 1.dr. 11 hal. Put. No.0218/Pdt.G/2018 /PA Pkl
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236/36/VIII/95 tertanggal 25 Agustus 1995 dan dari pernikahan tersebut
dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Pekalongan 12 Oktober 1996
(Umur 22 Tahun);

. Selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah memperoleh harta

kekayaan (harta gono gini) sebagai berikut:

a. 1 Unit Montor Yamaha Vega 2013 Plat Nomor G 2904 VA;
b. 1 Unit Televisi 21" Merk Samsung;

c. 1Unit Rumah;

. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama PEREMPUAN, NIK 3375034511860010 Tanggal Lahir Pekalongan
05 November 1986 (Umur 32 Tahun), Pendidikan SMK, Agama Islam,
Pekerjaan Tidak Bekerja, Status Janda Cerai, tempat kediaman di
Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,
sebagai ‘“calon istri kedua Pemohon". Dengan alasan karena
isteri/Termohon mengalami sakit yang berkepanjangan sampai lumpuh tidak
bisa berjalan kembali, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk
menikah kembali agar kebutuhan biologis Pemohon terpenuhi, dan bisa

saling merawat satu sama lain;

. Tentang kehendak Pemohon untuk berpoligami dengan PEREMPUAN.

Termohon menyatakan bersedia dimadu:

. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta

anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang Pakaian dan juga
ada Pekerjaan lain, seperti Guru Madrasah Diniah (Madin) berpenghasilan
setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

- Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon:

. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak

berkeberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon:

. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan

melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dr. 11 hal. Put. No.0218/Pdt.G/2018 /PA Pkl



9. Pemohon dengan calon isteri sudah menjalin hubungan silaturahmi saling
mengenal satu sama lain selama 6 bulan:
10.Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekalongan Cq.
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ( PEMOHON);

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON)untuk menikah lagi (poligami)
dengan (PEREMPUAN);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

Apabila Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekalongan Cq. Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri, dan Termohon hadir saat Majelis Hakim sidang ditempat pada
tanggal 20 Juli 2018, karena Termahon adlam keadaan sakit dan tidak bisa
berjalan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian diupayakan oleh
Majelis Hakim, untuk menasehati Pemohon akibat dari poligami, tetapi
Pemohon tetap dengan keinginannya, maka dibacakanlah permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan calon istri ke ||
Pemohon bernama: PEREMPUAN, Umur 32 Tahun, Pendidikan SMK, Agama
Islam, pekerjaan tidak bekerja, Status Janda Cerai, tempat kediaman di
Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, telah
menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku calon isteri kedua dari Pemohon dan akan melaksanakan
pernikahan dengan Pemohon yang sudah mempunyai seorang isteri yang
bernama TERMOHON;

- Bahwa ia mengaku berstatus Janda cerai beranak 2 :

Hal. 3 dr. 11 hal. Pul. No.0218/Pdt. G/2018 /PA Pk!
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- Bahwa ia telah siap menjadi isteri kedua, sebab sangat mencintai Pemohon,
dan isteri Pemohon tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi, karena

Termohon sakit kurang lebih 22 tahun dan sudah ketergantungan obat ;

- Bahwa ia telah siap menghormati dan menghargai Termohon sebagai isteri

pertama dari Pemohon dan siap hidup berdampingan dengan Termohon:

- Bahwa ia telah kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon selama kurang
lebih 6 bulan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-Surat ;

1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No.
3375032705700004 dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil tanggal 15 Juli
2012 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda (Bukti P.1) dan diparaf;

Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon No.
031002/045.2/05.54/18 686 tanggal 7 Mei 2018, setelah diperiksa lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2) dan diparaf;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon No
3375036503740004 dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil tanggal 15 Mei
2013 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda (Bukti P.3) dan diparaf;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/36/VIII/1995 dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan, pada tanggal 25 Agustus 1995 telah dinazegelen
bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4) dan
diparaf;

Hal. 4 dr. 11 hal. Pul. No.0218/Pdl.G/2018 /PA. Pkl
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5. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 10
Mei 2018 setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti
P.5) dan diparaf;

6. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Termohon
tanggal 10 Mei 2018 setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda (Bukti P.6) dan diparaf;

7. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Kedua yang dibuat oleh
calon isteri Pemohon tanggal 10 Mei 2018 setelah diperiksa lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7) dan diparaf:

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri kedua Pemohon
No. 3375034511860010 dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil tanggal 28
Maret 2018 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda (Bukti P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0004/AC/2017/PA.Pkl yang dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 3 Januari 2017 telah
dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
(Bukti P.9) dan diparaf;

10. Asli Surat keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah
Kelurahan Kraapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan
tanggal 7 Mei 2018 setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
(Bukti P.10) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi :
1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat
kediaman di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota

Pekalonga, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

teman Pemohon;

Hal. 5.dr. 11 hal. Put. No.0218/Pdt.G/2018 /PA.Pkl
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Bahwa setahu saksi Pemohon mau menikah lagi karena Termohon
sudah lama sakit bahkan sekarang tidak bisa jalan;

Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk menghidupi dua istri
karena Pemohon punya penghasilan sebagai pedagang baju ;

Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon namanya Yulaikhah bin
Jamain orang Krapyak statusnya janda cerai;

Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada

hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;

. SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat

kediaman di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
teman Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon mau menikah lagi, karena Termohon
sakit setelah mempunyai anak, Termohon sakit tidak bisa jalan, kalau
mau duduk didudukkan dan kalau mau tidur di tidurkan;

Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk menghidupi dua istri
karena Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pedagang baju ;
Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon namanya Yulaikhah bin
Jamain orang Krapyak statusnya janda cerai;

Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada
hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, begitu juga
Termohon dengan calon istri ke Il Pemohon tidak ada hubungan nasab:

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat untuk

mengetahui keadaan Termohon yang sebenarnya. Dan setelah Majelis Hakim
bertemu dengan Termohon di rumahnya ternyata Termohon dalam keadaan
sakit dan lumpuh/idak bisa jalan sejak melahirkan anak kurang lebih 22 tahun
dan sudah 15 tahun tidak bisa malayani Pemohon baik lahir maupun bathin,
Termohon telah memberi izin kepada Pemohn untk menikah lagi, dan ia ikhlas
lahir bathin;

Hal. 6 dr. 11 hal. Put. No.0218/Pdl.G/2018 /PA.Pk!



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan
menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Pemohon tentang akibat poligami, namun tidak berhasil ;

Meninbang, bahwa dilakukan mediasi sebagaimana yang diatur dalam
PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak
sakit dan tidak bisa berjalan;

Menimbang; bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah agar

Pengadilan Agama Pekalongan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi
(poligami) dengan calon isteri Pemohon yang bernama Yulaikhah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10
dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Rudiarso bin Suwignyo dan 2. Amin Ghozali bin
Ghozali ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 .P.3, P.4 P.8
dan P.9 yang merupakan fotokopian, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai
cukup, sedangkan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.2, P.5 , P.6, P.7 dan P
10 merupakan surat aslinya oleh karena itu maka alat-alat bukti surat tersebut diatas,
secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa  saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-
masing saksi tahu bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon maupun
dengan Termohon tidak ada hubungan nasab; )

Hal. 7 dr. 11 hal. Pul. No.0218/Pd!.G/2018 /PA.Pk!
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Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas
didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan — mana saling
bersesuaian satu sama lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, berupa Kutipan Akta Nikah
maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

telah memberikan persetujuannya untuk

Menimbang, bahwa Termohon
hun,

dimadu dengan seorang perempuan bernama: PEREMPUAN, Umur 32 Ta
Pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Status Janda Cerai
(P.9), tempat kediaman di Jalan Jlamprang Krapyak Lor Gang 01 nomor 09
RT. 002 RW. 002 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan, persetujuan mana telah disampaikan secara langsung kepada Majelis
Hakim pada sidang ditempat, dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan
surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2018 (P .6);

calon isteri Pemohon telah menyatakan kesediannya

Menimbang, bahwa

untuk menjadi isteri kedua Pemohon, pernyataan mana telah disampaikan secara

langsung di muka sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan
surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2018 (P.7);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan menepati janjinya untuk
berlaku adil terhadap isteri-isterinya pernyataan mana telah disampaikan langsung
oleh Pemohon di depan sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan
surat pernyataan tertanggal 10 Mei ( bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang
diakui kebenarannya oleh Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta dikuatkan
pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa calon isteri kedua
Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan baik dengan
Pemohon maupun dengan Termohon, sehingga dengan demikian maka dapat
dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak terdapal
larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 huruf a sampai dengan f
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Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44
Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk
dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi ~(poligami) dengan
PEREMPUAN, Umur 32 Tahun, Pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan
tidak bekerja, Status Janda Cerai, tempat kediaman di Kelurahan Krapyak,
Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dan oleh karenanya maka
permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam
surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi;

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian
apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap mereka kawinilah
seorang saja’;

Menimbang, bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah
memperoleh harta kekayaan (harta gono gini) sebagai berikut: 1 Unit Montor
Yamaha Vega 2013 Plat Nomor G 2904 VA,1 Unit Televisi 21" Merk Samsung
dan1Unit Rumah, maka harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta milik
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Unang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;
Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan
dengan perkara tersebut;
MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk beristeri lebih dari seorang
(Poligami) dengan seorang perempuan bernama (PEREMPUAN, Umur 32
Tahun, Pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Status
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Janda Cerai, tempat kediaman di Kelurahan Krapyak, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ) ;

3. Menetapkan harta benda berupa :1 Unit Montor Yamaha Vega 2013 Plat
Nomor G 2904 VA, 1 Unit Televisi 21" Merk Samsung dan 1 Unit Rumah luas
72 M2, dengan batas-batas: sebelah utara rumah Sofiyanto, sebelah selatan
rumah AbdulRozak, sebelah timur tanah Bapak Muhsin dan sebelah barat
Jalan Lorong. Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 1.211.000,- (Satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari

Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulgaidah
1439 H., oleh kami Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Suginoto, S.H. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suyitno, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Suginoto, S.H. Drs. H. Syamsul Falah, M.H

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H.
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- Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Proses Rp.  50.000,00
3. Panggilan

4. Decsente
5. Redaksi
6. Materai

sebelas ribu rupiah)
Jumlah
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Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan
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Nama : Muhammad Ismayudi Pratama
NIM 11121127
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No. Hp : 082328485394

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya
ilmiah:
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Yang berjudul : Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada
Putusan No. 218/Pdt.G/2018/Pa Pkl Dalam Perkara Izin Poligami

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-
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saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 November 2025
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